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Abstract. The purpose of this study is to ddgzgybe the Strategy of the gcrion Supervisory Agency (Bawaslu) of Surabaya
City in Pr ting Violations of the Code of Ethics. Based on field observations regarding the leader’s strategy in
preventing violations of the code of ethics, it still experiences problems. Among them are First, Bawaslu did not follow
up on reports from political parties regarding election violations so that the DKPP (Election Organizer Honorary
Council) held trials for all Bawasl commissioners for the violations committed by Bawaslu Surabaya City. Second,
At every ch of term of office, Bawaslu always has problems regarding violations of the code of ethics. This type
of research uses a descriptive qualitative method. Data collection techniques through documentation, observation,
and interviews. The determination of this research informant through purp@gle sampling consists of the Head of the
Violation Prevention Division who is responsible for preventing violations of the code of ethics. TIgRtudy uses data
collection techniques in the form of observati n-depth interviews, and documentation results. In this study also
used two types of data sources, namely primary and secondary data. Data analysis technigues include data collection,
data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study prove that the leader’s strategy
in preventing violations of the code of ethics has not been running relevantly as expected. In addition, violations were
also commitied by the Surabaya Election Supervisory Agency in following up on existing violations. This is the
main factor inhibiting the succe.s'.s'ﬁke Surabaya City Election Supervisory Agency (Bawaslu) Strategy in Preventing
Violations of the Code of Ethics.

Keywords — Leadership strategy, General Elections, Code of Ethics Violations.

Abstrak. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan Straregi Bawaslu Kota Surabava dalam Mencegah Pelanggaran
Kode Etik. Berdasarkan observasi di lapangan mengenai Strategi pemimpin dalam mencegah pelanggaran kode etik
masih mengalami permasalahan. Diantaranya yang Pertama, Bawaslu tidak menindak lanjuti laporan dari partai
politik dengan adanya pelanggaran pemilu sehingga DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu)
melaksanakan persidangan kepada semua komisioner bawaslu atas sikap pelanggaran yang dilakukan Bawaslu Kota
Surabaya. Kedua, Pada s pergantian masa jabatan, Bawaslu selalu ada permasalahan terhadap pelanggaran
kode etik. Jenis penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi,

observasi, serta wawancara. P 1 informan penelitian ini melalui purposive sampling terdiri dari Kabid
pencegahan mggaran yang bertanggung jawab dalam pencegahan pelanggaran kode efik. Penelitian ini
menggunakan Teknik pengumpulan data berupa obsei wawancara mendalam, dan hasil dokumentasi. Dalam

penelitian ini juga mengguanakan dua jenis sumber data yatiu data primer dan sekunder. Teknik analisis data meliputi
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil elitian mem buktikan strategi
pemimpinin dalam mencegah pelanggaran kode etik belum berjalan relevan dengan yang diharapkan. Di samping itu

pelanggaran juga dilakukan oleh bawash kota surabava dalam menindak lanjuti pek vang ada. Hal tersebut yang menjadi
Jfaktor utama penghambat dalam keberhasilam Strategi Bawaslu Kota Surabayva Dalam Mencegah Pelanggaran
Kode Etik.

Kata Kunci — Strategi Kepemimpinan, Pemilihan Umum, Pelanggaran Kode Etik




I. PENDAHULUAN

Demokrasi di Indonesia diwujudkan melalui mekanisme pemilihan umum yang menjadi wadah@ luruh warga
negara untuk berkontribusi dalam proses politik dan kepemimpinan nasional. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang m]j elaskan perihal Pemilihan Umum, pemilu merupakan wujud pelaksanaan
kedaulatan rakyat dalam menentukan angg| PR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota DPRD. Proses
pemilihan tersebut diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil di seluruh wilayah NKRI.
Pelaksanaan pemilu seharusnya menjunjung tinggi prinsip keadilan, kebebasan, dan kejujuran tanpa adanya
pelanggaran atau tindakan yang dapat merusak integritas demokrasi. Namun demikian, realitas di lapangan
menunjukkan bahwa berbagai kekeliruan dan penyimpangan masih kerap terjadi dalam pelaksanaan pemilu, yang
berpggensi mengancam stabilitas dan legitimasi proses demokratis tersebut.

‘emilihan umum, yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum, mencakup pemilihan umum presiden dan
wakil presi pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, dan pemilihan umum anggota DPR, DPD,
dan DPRD [T]. Menurut (Surbakti, 1992:181) pemilu diartikan sebagai mekanisme @#yeleksian dan pendelegasian
atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai [2]. Sebuah pemilu yang langsung, umum,
bebas, rahasia, jujur, dan adil hanya dapat dilakukan jika penyelenggara pemilu berintegritas tinggi dan menghormati
hak-hak sipil dan politik warga negara [3].

Badan Pengawasan Pemilihan Umum, yang lebih dikenal dengan sebutan Bawaslu, merupakan salah satu lembaga
negara independen di Indonegih yang memiliki peran strategis dalam mengawal proses demokrasi melalui pengawasan
pemilihan umum. Dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan
Umum dan kemudialqlirkuat dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu
memiliki wewenang untuk memastikan bahwa pemilu dilaksanakan secara jujur, adil, dan transparan. Pemilihan
umum merupakan mstrumen partisipatif yang memungkinkan warga negara untuk berperan aktif dalam proses politik.
Selain itu, pemilu juga menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana suatu negara menjalankan prinsip-prinsip
demokrasi. Melalui pemilu, masyarakat diberikan kesempatan untuk menyalurkan aspirasi politiknya dalam memilih
pemimpin yang dianggap mampu merepresentasikan kepentingan publik. Pemilihan umum juga bertujuan untuk
melahirkan pemimpin yang cakap dalam mengelola roda pemerintahan secara efektif [4]. Namurggemikian,
pencapaian tujuan tersebut mensyaratkan terselenggaranya pemilu yang demokratis dan berintegritas, baik dalam
konteks pemilihan kepala daerah, legislatif, maupun pemilihan presiden. Pemilihan umum tentunya melalui proses
adimistrasi dan kode etik, Dimana peserta pemilu harus menjalankan hal tersebut sesuai dengan alur peraturan yang
sudah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya pemilihan umum tidak hanya memiliki kompleksitas dalam
penyelenggaraan atau pengelolaannya tetapi sekaligus memiliki potensj#rawanan pelanggaran pemilu yang tinggi.

Bawaslu Surabaya adalah lembaga yang berfungsi mengawasi pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) dan
pemilihan kepala daerah (pilkada) di Kota Surabaya [5]. Sebagai bagian dari struktur Bawaslu Republik Ilpesia,
Bawaslu Surabaya memiliki peran penting dalam memastikan bahwa pemilu dan pilkada di Kota Surabaya ini berjalan
secara transparan, adil, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bawaslu Kota Surabaya bertanggung jawab untuk
melakukan pengawasan terhadap proses pemilu dan pilkada di wilayah Kota Surabaya. Fungsi utama Bawaslu Kota
Surabaya, antara lain : 1.) Pengawasan proses pemilu dan pilkada 2.) Pencegahan pelanggaran pemilu 3.) Penindakan
terl#hp pelanggaran pemilu 4.) Menerima laporan masyarakat.

elanggaran Pemilu merupakan perbuatan yang tidak sejalan atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang
mengatur tentang pelaksanaan Pemilihan Umum [6]. Bentuk pelanggaran ini dapat bersumber dari hasil pengawasan
pgsung maupun dari laporan masyarakat. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 454 Undang-Undang tentang

‘emilu. n pelanggaran Pemilu merupakan hasil dari aktivitas penmasan yang dilakukan secara aktif oleh
Bawaslu, baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, maupun oleh Panwaslu kecamatan, kelurahan/desa, luar
negeri, serta oleh Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada setia pan penyelenggaraan Pemilu.
Sementara itu, laporan pelanggaran berasal dari penyampaian secara langsung oleh Warga Negara Indonesia yang
memiliki hak pilih, peserta Pemilu, maupun pemantau P kepada lembaga pengawas pemilu di berbagai tingkat
tersebut selama proses Pemilu berlangsung. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum, terdapat tiga kategori pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu, yakni pelanggaran terhadap kode etik,
pelanggaran administratif, serta pelanggaran yang tergolong tindak pidana pemilu. 77

Pelanggaran kode etik dimaknai sebagai bentuk penyimpangan perilaku etis oleh penyelenggara pemilu yang
bertentangan dengan sumpah dan janji yang telah ditkrarkan sebelum melaksanakan tugas sebagai penyelenggara
pemilu [7]. Pelanggaran kode etik ditangani oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan putusannya
berupa sanksi teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian tetap atau rehabilitasi. Adanya pelanggaran




kode etik dapat dilakukan pencegahan sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. g Tahun
2018, upaya pencegahan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses dalam setiap tahapan penyelenggaraan
Pemilihan Umum merupakan tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, serta Bawaslu Kabupaten/Kota,
yang pelaksanaannya didukung oleh Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri, dan
Pengawas Tempat Pemungutan Suara. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4, implementasi pencegahan pelanggaran
pemilu dilaksanakan melalui kegiatan identifikasi dan pemetaan terhadap potensi kerawanan dalam tahapan pemilu,
pelaksanaan koordinasi, supervisi, pembinaan, pemantauan, serta evaluasi terhadap proses penyelenggaraan pemilu.
Selain itu, dilakukan pula sinergi dengan kementerian/lembaga terkait maupun pemerintah daerah, serta penguatan
peran serta masyarakat dalam aktivitas pengawasan terhadap pelaksanaan pemilu sebelum para penyeclenggara
melaksanakan tugasnya secara resmi.

Kode etik pegawai Badan Pengawas Pemilihan Umum merupakan seperangkat prinsip yang mengarahkan sikap,
tindakan, perilaku verbal maupun tertulis, serta interaksi pegawai dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawab
utama mercka, baik dalam konteks profesional maupun dalam hubungan sosial schari-hari sebagai pelaksana
pemilihan umum. Kode etik penyelenggaraan pemilu mencerminkan integrasi dari prinsip moral, standar etika, serta
dasar filosofis yang berperan sebagai acuan dalam bertindak. Pedoman ini memuat ketentuan normatif berupa
kewajiban maupun larangan, serta ketentuan mengenai perilaku juga ucapan dinilai layak atau tidak layak
diperbuat oleh penyelenggara Pemilihan Umum. Adapun dasar hukum tentang kode etik penyelenggaraan pemilu
yaitu UU DKPP Neo. 13 tahun 2012, No. 11 tahun 2012, dan No. 1 tahun 2012 tentang Kode Etik
Penyelenggaraan Pemilihan Umum pasal 1 no 22 yang berbunyi Dewan kehormatan Penyelenggaraan
pemilu, selanjutnya disingkat DKPP, adalah Lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik
penyelenggaraan pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu. Pelanggaran kode
ctik penyelenggara pemilu perlu mendapat perhatian serius, karena setiap penyelenggara Pemilihan Umum masih
memiliki kemungkinan untuk melanggar kode etik selama tahapan pemilihan umum masih berjalan. Dalam proses
pm@]au umum telah ditetapkan peraturan dan ketentuan yang harus dipatuhi oleh setiap penyelenggara.

ategi secara umum bisa diartikan sebagai upaya individu atau kelompok untuk membuat skema guna mencapai
target sasaran yang hendak dituju. Dalam upaya mewujudkan integritas penyelenggaraan pemilu, diperlukan adanya
kompetensi serta pemahaman yang komprehensif dari para penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu dituntut
untuk mampu mengimplementasikan setiap tahapan pemilu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan serta
berlandaskan pada kerangka hukum yang berlaku secara konsisten, tanpa adanya diskriminasi, dan dijalankan dengan
prinsip kejujuran serta keadilan. Penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam proses pemilu juga menjadi aspek
krusial guna mempertahankan integritas lembaga penyelenggara, sehingga pelaksanaan pemilu tetap berlangsung
secara adil dan transparan. Hal ini sejalan dengan konsep electoral justice, yang menekankan pentingnya keadilan
dalam penyelenggaraan pemilu [8]. Dalam kerangka keadilan pemilu, seluruh pihak yang terlibat, termasuk peserta
pemilu, pasangan calon, tim kampanye, maupun masyarakat, harus diperlakukan secara setara dan tidak boleh
melgﬁlami perlakuan yang merugikan dari pihak penyelenggara [9].

adan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Surabaya sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum di
daerah Kota Surabaya dalam pelaksanaannya terdapat melanggar kode etik yang seharusnya tidak dilakukan. Adapun
Jenis pelanggaran yang dilakukan sebagai berikut:

Tabel 1.
Pelanggaran Kode Etikﬁdan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Surabaya
pada Masa Pemilihan Umum Tahun 2019-2024
No. Jenis Pelanggaran Nama teradu Tahun
Hadi Margo Sambodo,
Laporan partai yang tidak ditindak lanjuti ~ Yaqub Baliyyah, Usman,
Muhammad Agil Akbat,
Hidayat

2019

Melakukan hubungan tidak wajar di luar
2. pemikahan degan seorang perempuan Muhammad Agil Akbar 2024
mantan anggota PPK di Kota Surabaya
Tidak Menindak Lanjuti Pelimpahan  Novli Bernado Thyssen,
Penanganan Administratif Pemilu oleh Muhammad Agil Akbar,
Pengadu. Teguh Suasono Widodo,
Syafiudin, Eko Rinda
Sumber : Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKKP) Republik Indonesia,
2024

2024




Pada tabel 1. Dijelaskan bahwa ﬁﬂn Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Surabaya telah melakukan
pelanggaran kode etik pada masa pemilihan umum tahun 2019 sampai 2024 yang meliputi adanya laporan
penggelembungan suara, pengurangan, dan kesalahan penjumlahan dari partai PAN, GERINDRA, dan PKS yang
tidak dikerjakan dengan baik oleh Bawaslu Kota Surabaya pada tahun 2019 dengan nama teradu antara lain : Hadi
Margo Sambodo, Yaqub Baliyyah, Usman, Muhammad Agil Akbat, Hidayat. Pelanggaran sclanjutnya adanya
Hubungan tidak wajar di luar perikahan degan seorang perempuan mantan anggota PPK di Kota Surabaya pada tahun
2024 dengan nama teradu, antara lain : Muhammad Agil Akbar. Selanjunya adanya pelanggaran dari Bawaslu Kota
Surabaya yang tidak menindak lanjutin pelimpahan penanganan Administratif pemilu oleh pengadu calon anggota
legeslatif DPR RI fraksi PAN Dapil Jatim 1, hal tersebut termasuk pelanggaran kode ctik pada tahun 2024 dengan
nama teradu, antara lain : Novli Bernado Thyssen, Muhammad Agil Akbar, Teguh Suasono Widodo, Syafiudin, Eko
Rinda.

Selain adanya pelanggaran kode etik di Bawaslu Kota Surabaya, ada juga beberapa pelanggaran kasus kode etik
di beberapa Bawaslu diwilayah Jawa Timur, antara lain :

Tabel 2.
Data Pelanggaran Kode Etik Bawaslu) di wilayah Jawa Timur
No. Jenis Pelanggaran Nama Teradu Kota Bawaslu Tahun

Melakukan pengamanan dan
penambahan suara untuk Calon
1. Legislatif Muhamad Ahyat dari PKB, Toni Wijaya Lamongan 2019
nomor urut 4, Dapil IX (Lamongan—
Gresik), DPRD Provinsi Jawa Timur.

Calon Legislatif DPR RI Partai
Gerindra  Moh.  Nizar  Zahro, Ahmad Mustain Saleh,
2 mendapatkan bukti bahwa C1 Salinan Buyung Pambudi,

dari Bawaslu berbeda dengan C1 KPU Muhlis, Abdu Aziz, Bangkalan 2019
dan Cl yang diterima Moh. Nizar Mochammad Masyhuri
(memalsukan CI salinan Hasil)
Ketua dan komisioner bawaslu kab Hamim, Adrianus
banyuwangi tidak transparan dalam Yansen Pale, Anang
3. rekruitmen pengawas kecamatan, Lukman Afandi, joyo Banyuwangi 2023
yakni ada kerja sama terhadap parpol Adi Kusumo, Aksan
dalam rekruitmen panwascam. Mustofa
PPK KEC Sumberbaru melakukan
rekapitulasi ulang yan

Sandy Aditya Pradana,

g2
dirckomendasikan ~ bawaslu  kab Devi Aulia Rahim,

jember, tetapi pada saat rekapitulasi

4. ulang tersebut PPK Kec Sumberbaru Wiwin le.a Kurnia, Jember 2024
. ) . Yoyok Adi Pranata.
tidak mengundang saksi secara resmi .o
. . . Ummul Mu’minat
dari parpol, sehingga terjadinya
penggelembungan suara di DPR RI1.
Pengadu membaca dan mengecek
ulang D hasil pleno, ternyata, terjadi Lutfiati, Siti
pergeseran  suara pada  Partai Mudawiyah,
Golongan Karya terjadi pergeseran Radheteriyan .
3. suara. Pengurangan suara Partai, suara  Firdansyah, Muhammad Lumajang 2024
Celeg Nomor 1 atas Nama Muh. Syarifudin Lubis, Moh
NurPurnomosidi, S,sos, dan, Caleg Farhan
lainnya. @
Sumber : Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKKP) Republik Indonesia,
2024

Pada tabel 2. Dijelaskan bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di luar Kota Surabaya juga agar tidak kasuistik
khususnya di wilayah Jawa timur juga telah melakukan pelanggaran kode etik pada masa pemilihan umum tahun 2019
sampai 2024 yang meliputi adanya Pengamanan dan penmabahan suara pada Calon Legislatif Muhamad Ahyat dari
PKB DPRD Provinsi Jawa Timur nomor urut 4 Dapil IX (Lamongan-Gresik).pada tahun 2019 di Bawaslu Kabupaten




Lamongan dengan nama teradu antara lain : Ton1 Wijaya. Pelanggaran selanjutnya adanya ga]eg DPR RI Partai
Gerindra Moh. Nizar Zahro, mendapatkan bukti bahwa C1 Salinan dari Bawaslu berbeda dengan C1 KPU dan C1
yang diterima Moh. Nizar (memalsukan C1 salinan Hasil) pada tahun 2019 di Bawaslu Kabupaten Bangkalan dengan
nama teradu, antara lain : Ahmad Mustain Saleh, Buyung Pambudi, Muhlis, Abdu Aziz, Mochammad Masyhuri.
Selanjutnya adanya pelanggaran Ketua dan komisioner bawaslu Kab Banyuwangi tidak transparan dalam rekruitmen
pengawas kecamatan, yakni ada kerja sama terhadap parpol dalggggrekruitmen panwascam.pada tahun 2023 di
Bawaslu Kabupaten Banyuwangi dengan nama teradu, antara lain :ﬂmim, Adrianus Yansen Pale, Anang Lukman
Afandi, joyo Adi Kusumo, Aksan Mustofa. Selanjutnya adanya pelanggaran kode etik oleh PPK KEC Sumberbaru
melakukan rekapitulasi ulang yang dirckomendasikan bawaslu kab jember, tetapi pada saat rekapitulasi ulang tersebut
PPK Kec Sumberbaru tidak mengundang saksi secara resmi dari parpol, sehingga terjadinya penggelembungan suara
di DPR RI pada tahun 2024 di Bawaslu Kota Jember dengan nama teradu, antara lain : Sandy Aditya Pradana, Devi
Aulia Rahim, Wiwin Wiza Kurnia, Yoyok Adi Pranata. Ummul Mu'minat. Selanjutnya pelanggaran kode yang
terakhir Pengadu membaca dan mengecek ulang D hasil pleno, ternyata, terjadi pergeseran suara pada Partai Golongan
Karya terjadi pergeseran suara. Pengurangan suara Partai, suara Celeg Nomor 1 atas Nama Muh. NurPurnomosidi,
S,sos, dan, Caleg lainnya pada tahun 2024 di Bawaslu Kabupaten Lumajang dengan nama teradu, antara lain : Lutfiati,
Siti Mudawiyah, Radheteriyan Firdansyah, Muhammad Syﬁldin Lubis, Moh Farhan.

Penyelenggaraan pemilu harus memperhatikan aspek pemilihan umum wajib menjamin tersalurkannya suara
rakyat secara umum, bebas, rahasia, jujur, dan andil. Penyelenggaraan pemilihan umum dari waktu ke waktu masih
terdapat permasalahan pelanggaran kode etik oleh penyelenggara salah satunya pada Bawaslu Kota Surabaya.
Pertama, Bawaslu tidak menindak lanjuti laporan dari partai politik dengan adanya pelanggaran pemilu sehingga
DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) melaksanakan persidangan kepada semua komisioner bawaslu
atas sikap pelanggaran yang dilakukan Bawaslu Kota Surabaya. Kedua, Pada setiap pergantian masa jabatan, Bawaslu
selalu ada permasalahan tethadap pelanggaran kode etik.

Penulis juga memaparkan penelitian terdahulu sebagai perbandingan pada penelitian ini. Penelitian yang ditulis
oleh Karim pada tahun 2023 berjudul “Strategi  Bawaslu Provinsi Jawa Timur dalam Mencegah Pelanggaran
Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 Melalmi Media Sosial” yang bertujuan mengidentifikasi dan  mendalami
strategi  yang diterapkan oleh Bawaslu Provins @a Timur dalam mencegah terjadinya pelanggaran
Pemilu 2019 lalui pemanfaatan media s Ctode penelitian yang digunakan adalah dasar metodologi
kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran yang terjadi di media
sosial secara umum hanya diatur dalam konteks penyelenggaraan iklan kampanye oleh p a pemilu. Sementara itu,
kasus yang berkaitan dengan penyebaran ujaran kebencian, informasi palsu (hoaks), serta 1su yang mengandung unsur
suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), tidak lagi berada dalay wenangan Bawaslu. Hal ini disebabkan
karena pelanggaran tersebut telah dikategorikan sebagai pelanggaran berdasarkan Undang-Undang Informasi dan
Transaksi Elcktronik (UU ITE), schingga penanganannya dialihkan kepada aparat penegak hukum, khususnya
kepolisian, untuk diproses lebih lanjut [10].

Penelitian yang ditulis oleh Nusantara pada tahun 2024 berjudul “Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum
dalam Mencegah Pelanggaran Politik Uang pada Pemilu 2024 (Studi di Bawaslu Pr@pnsi Lampung )"
Tujuan penelitian untuk mengkaji bentuk strategi serta langkah-langkah yang diimpalentasikau olch Bawaslu dalam
mengantisipasi praktik politik uang pada Pemilihan Umum tahun 2024. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah
metodologi kualitatif yang bersifat deskriptif. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa strategi yang diterapkan oleh
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung saat merespons potensi pelanggaran politik uang
mencakup upaya pemetaan indeks kerawanan pemilu guna menentukan pola pengawasan dan pencegahan yang
tepat. Selain itu , Bawaslu juga menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak eksternal di wilayah Provinsi Lampung
yang memiliki kepentingan dalam pelaksanaan pemilu. Di samping itu, dilakukan pula kegiatan sosialisasi
pengawasan partisipatif yang menyasar kalangan perguruan tinggi di provinsi tersebut. Strategi lainnya adalah
pembentukan Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP), yang berfungsi sebagai wadah pembinaan kader-kader

muda yang diharapkan mampu berkontribusi aktif dalam mengawal proses pdi#lu secara partisipatif [11].
Penelitian yang ditulis oleh Yulia, dkk., pada tahun 2024 dengan judul “Strategi Bawaslu Kabupaten Karawang
dalam Merqtasi Ker Penyimy Kampanye pada Pemilu 2024". Tujuan penelitian untuk mengkaji secara

mendalam strategi yang diterapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karawang x.mu merespons
potensi kerentanan terhadap praktik pelanggaran kampanye Pemilithan Umum 2024. Pendekatan yang digunakan
dalam studi ini adalah metode kualitatif dengan rancangan deskriptif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa
Bawaslu Kabupaten Karawang menerapkan sejumlah langkah preventif, antara lain melalui pemberian edukasi politik
kepada peserta pemilu serta masyarakat luas. Upaya pencegahan tersebut juga diperkuat dengan keterlibatan aktif
masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan pemilu. D1 samping peran serta dari aktor
eksternal, pencegahan penyimpangan kampanye secara optimal juga memerlukan sinergi kelembagaan antara sesama
penyelenggara pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP),
serta unsur internal Bawaslu itu sendiri [12].




Melihat pembahasan diatas peneliti menemukan beberapa isu permasalahan tentang adanya pelanggaran kode
ctik di Bawaslu Kota Surabaya. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti melakukan penelitian yang  berjudul
“Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Surabaya dalam Mencegah Pelanggaran
Kode Etik”

P. METODE

Penelitian ini tergolong sebagai penelitian kualitatif yang memanfaatkan pendekatan deskriptif analitis untuk
menggambarkan fenomena secara mendalam dan g matis. Penelitian kualitatif tidak terstruktur dan tidak dapat
digeneralisasikan. Menurut Sugiyono mengatakar wa penelitian kualitatif adalah cara yang bermanfaat untuk
melihat kondisi objek alamiah [13]. Metode kualitatif digunakan untuk memperoleh data yang sesuai dengan keadaaan
sebenarnya di lapangan. Tujuan peneliti menggunakan metode kualitatif untuk mendapatkan informasi dan data yang
sebenarnya mengenai Strategi Bawaslu dalam Mencegah Pelanggaran Kode Etik.

Fokus penelitian ini yaitu pada Strategi Bawaslu Kota Surabaya dalam Mencegah Pelang n  Kode Etik.
Teori Strategi Kepemimpinan menurut Hitt, et all digunakan sebagai ukuran dengan indikator menentukan arah
strategis, mengelola sumber daya, mempertahankan budaya organisasi, mene]ﬁan etika, dan kontrol organisasi [ 14].
Lokasi pelaksanaan penelitian ini berada di institusi Bawaslu Kota Surabaya. nik penentuan sampel menggunakan
purposive sampling dimana merupakan teknik penentu sampel dengan melalui pertimbangan tertentu. Informan yang
terlibat diantaranya Staff Peucega?} Pelanggaran, Kabid Pencegahan Pelanggaran, Masyarakat.

Penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam, dan hasil
dokumentasi. Dalam penelitian ini juga menggunakan dua jenis sumber data yaitu data primer dan sekunder. Data
primer didapatkan melalul wawancara dengan informan yang relevan dengan bidang penelitian yang dipilih sebagai
?ﬂpel atau responden. Data sekunder diperoleh dari buku dan jurnal, serta berita acara Bawaslu Kota Surabaya.

nalisis data dalam penelitian ini mengacu pada teknik yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yang meliputi
proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data secara sist is, serta penarikan kesimpulan berdasarkan
interpretasi yang komprehensif [15]. Proses analisis data diawali dengan pengumpulan data dilakukan dengan
observasi, wawancara, dan dokument Selanjutnya memilih hal yang dianggap penting dan dapat mewakili
seluruhnya mengenai fokus penelitian yang kemudian disajikan pada tabel, bagan, dan gambar. Setelah itu dilakukan
penarikan kesimpulan.

m. HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Surabaya dalam Mencegah Pelanggaran Kode Etik
dianalisis berdasarkan teori Strategi Kepemimpinan menurut Hitt, et all yang memiliki 5 indikator , antara lain :
Menentukan arah strategis , Mengelola Sumber daya , Mempertahankan budaya organisasi , Menckankan Etika ,
dan Kontrol organisasi . Dari beberapa indikator tersebut dapat mempengaruhi kinerja strategi kepemimpinan yang
ada pada Bawaslu Kota Surabaya yang dijelaskan sebagai berikut :

A. Menentukan Arah Strategis

Hitt mengemukakan bahwa menentukan arah strategis merupakan proses penentuan haluan organisasi melalui
perumusan visi jangka panjang yang mencerminkan orientasi masa depan lembaga secara menyeluruh. Ini termasuk
cara atau upaya untuk menentukan arah strategi instansi tersebut. Menentukan arah strategis adalah proses
merumuskan visi, misi, dan twuan jangka panjang organisasi, serta menetapkan strategi utama yang akan digunakan
untuk mencapainya. Ini megfihkan langkah awal dalam perencanaan strategis organisasi.

Diketahui bahwa U P Nomor 13 tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012, DKPP
bertanggung jawab dalam angani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Untuk menentukan arah strategis
Bawaslu Kota Surabaya dalam menangani pelanggaran kode etik ini sudah dijelaskan oleh Staff Pencegahan
Pelanggaran Bawaslu Kota Surabaya, beliau menyampaikan bahwa :

“Jadi kalo komunikasi strategis yang diterapkan di bawaslu Kota Surabaya disini itu dengan cara diskusi khusus
dalam agenda rapat koordinasi dengan jajaran penyelenggara dan pengawas pemilu”.

Selain itu, dipertegas juga oleh Bapak Kabid Bawaslu Kota Surabaya yang mengatakan bahwa :

“Yaa, komunikasi yang dilakukan sama bawaslu surabaya ini dengan cara rapat koordinasi di hotel seperti
biasanya”.

Hasil wawancara tersebut sesuai dengan yang dikemukakan warga Jemur Ngawinan, Kecamatan Wonocolo
bahwa Bawaslu Surabaya rajin hadir dalam berbagai kegiatan di kelurahan, kecamatan, dan lingkungan TPS, yang
menyatakan sebagai berikut :




“Wakiu itu ada orang Bawaslu datang ke balai RW, menjelaskan soal aturan kampanye dan apa yang boleh
atau tidak di TPS, Jadi kita ngerti aturannya”

Melalui pertemuan tatap muka, rapat koordinasi dengan perangkat RT/RW, tokoh masyarakat, hingga
pendidikan pemilih di balai RW, masyarakat merasa mendapatkan penjelasan tentang kode etik penyelenggara
pemilu maupun peserta pemilu. Bentuk komunikasi ini dinilai efektif karena langsung menyentuh warga.

Berdasarkan hasil wawancara di atas terkait dengan Menentukan arah strategis dengan tujuan untuk pencegahan
pelanggaran kode etik yang ada pada Bawaslu Kota Surabaya disimpulkan bahwa bentuk komunikasi strategis yang
dilakukan Bawaslu Kota Surabaya itu dengan cara diskusi khusus dalam agenda rapat koordinasi dengan jajaran
penyelenggara dan pengawas pemilu. Bawaslu Kota Surabaya juga melakukan pertemuan tatap muka, rapat
koordinasi dengan perangkat RT/RW, tokoh masyarakat, hingga pendidikan pemilih di balai RW, masyarakat merasa
mendapatkan penjelasan tentang kode etik penyelenggara pemilu maupun peserta pemilu. Bentuk komunikasi ini
dinilai efektif karena langsung menyentuh warga. Adapun rapat koordinasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kota
Surabaya dengan tokoh masyarakat sebagai berikut.
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PENGAWASAN PARTISIPATIF KOTA SURABAYA

Gambar l.gwas]u Kota Surabaya Bentuk Pilot Project Kampung Pengawasan Partisipatif Kota Surabaya
Sumber : Bawaslu Kota Surabaya, 2024

Pada gambar 1 dijelaskan bahwa Bawaslu Kota Surabaya menggelar pertemuan tatap muka dengan warga
Jemur Ngawinan, Kecamatan Wonocolo. Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah tokoh masyarakat RT/RW Kelurahan
Jemur Ngawinan. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan tujuan mengajak masyarakat untuk turut berpartisipasi
dalam pl‘usﬂm}gawasan pemilu 2024, sekaligus menjadi kampung yang aktif menolak segala praktik uang
maupun isu suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

Berdasarkan dari hasil penelitian pada intikator Menentukan arah strategis, terlihat bahwa Bawaslu Kota
Surabaya mengadakan rapat koordinasi dalam rangka mengantisipasi pelanggaran terhadap kode etik yang
melibatkan  partisipasi  aktif dar1 jajaran penyelenggara serta pengawas pemilihan umum, sckaligus
menyelenggarakan pertemuan tatap muka dengan tokoh masyarakat RT/RW Kelurahan Jemur Ngawinan Kecamatan
Wonocolo. Dengan mengimplementasikan arah strategis yang telah dilakukan seperti hasil wawancara diatas,
pemimpin Bawaslu Kota Surabaya dapat membangun organisasi yang lebih berintegritas, profesional, dan mampu
menjalankan tugas pengawasan pemilu dengan optimal, schingga demokrasi di Indonesia khususnya di Bawaslu
Kota Surabaya semakin kuat.

Fakta diatas jika dikaitkan dengan teor1 Hitt, et all, bahwasannya Strategi kepemimpinan dalam pencegahan
pelanggaran kode etik yang ada pada Bawaslu Kota Surabaya sudah sesuai hal ini telah dilakukan dengan adanya
rapat koordinasi yang telah diadakan oleh Bawaslu Kota Surabaya berkolaborasi dengan tokoh masyarakat. Selain
1tu, hasil indikator ini menunjukkan bahwa dalam menentukan arah strategis, Bawaslu Kota Surabaya menekankan
pentingnya komunikasi strategis melalui rapat koordinasi internal serta pertemuan dengan tokoh masyarakat untuk
memberikan pemahaman mengenai kode etik dan aturan pemilu. Hal ini memiliki kesamaan dengan penelitian
Muhammad Ithofiyul Karim, yang juga menckankan strategi komunikasi, namun fokusnya adalah pemanfaatan
media sosial sebagai sarana edukasi publik mengenai pelanggaran pemilu. Perbedaannya terletak pada bentuk
implementasi strategi: penelitian ini lebih menekankan interaksi langsung tatap muka dengan masyarakat, sementara
penelitian Karim berfokus pada kampanye digital. Penelitian Muhammad Fatwa Garuda Nusantara juga memiliki
kemiripan dalam aspek kolaboratif, yaitu pelibatan semua pihak cksternal dan pendidikan pengawasan partisipatif,
sama halnya dengan partisipasi aktif warga dalam kegiatan Kampung Pengawasan oleh Bawaslu Surabaya. Namun,




penelitian Nusantara secara khusus menargetkan 1su politik uang dan mengembangkan program SKPP, sedangkan
penelitian ini lebih fokus pada pencegahan pelanggaran kode etik secara umum. Adapun penelitian Dista Langsa
Yulia, Haura Atthahara, dan Rachmat Ramdani juga memiliki kesamaan dalam hal pendekatan preventif dan edukatif
terhadap masyarakat, namun berbeda dalam penckanan isu: mereka fokus pada penyimpangan kampanye, sedangkan
penelitian ini menyoroti ketidakpatuhan terhadap norma ctik yang dilakukan oleh aparatur penyelenggara pemilihan
umum itu sendiri. Dengan demikian, meskipun ketiga penelitian terdahulu memiliki tujuan strategis pencegahan
yang sama, penelitian ini menunjukkan kekhasannya dalam strategi komunikasi tatap muka langsung serta penguatan
nilai-nilai etik internal Bawaslu.

B. Mengelola Sumber Daya

Menurut Hitt, pengelolaan sumber daya merupakan proses pengembangan, pemeliharaan, serta pemanfaatan
secara maksimal atas aset atau potensi yang dimiliki oleh suatu organisasi guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi
kinerjanya. Mengelola sumber daya juga sangat berpengaruh dalam pencegahan pelanggaran kode etik yang ada di
Bawaslu Kota Surabaya. Dalam pencegahan pelanggaran kode etik tidak hanya fokus pada permasalahan yang terjadi
saja melaikan juga sumber daya manusia yang bertanggung jawab untuk mengelola hal tersebut [16]. Dalam hal ini
sumber daya manusia yang berperan tidak hanya internal Bawaslu Kota Surabaya namun juga melibatkan badan ad
hoc yaitu Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) yang bertugas mengawasi pemilu ditingkat kecamatan
dan memastikan tahapan pemilu berjalan sesuai aturan. Selaras dengan penjelasan yang disampaikan oleh Staff
Pencegahan Pelanggaran Bawaslu Kota Surabaya, sebagai berikut :

“Yaa, Untuk bawaslu kota surabaya dalam mengalokasikan sumber daya manusia upava mencegah
pelanggaran ini khusunya dalam konteks pemilu dan pilkada, bawasly melibatkan aktif panwaslu kecamatan
( Panwascam ) untuk berkolaborasi dengan wjuan mengoptimalkan pengawasan parsitipatif™

Lalu dipertegas juga oleh Kabid Pencegahan pelanggaran Bawaslu Kota Surabaya yang menjelaskan bahwa :

“Kalo memperkuat jawaban sebelumnya disini Bawaslu Kota surabaya sendiri untuk mengalokasikan sumber
daya manusia nya dalam pencegahan pelanggaran itu sendiri dengan cara mengadakan rapat koordinasi dengan
panwascam untuk membahas strategi pencegahan pelanggaran dan penanganan sengketa. Dalam rapat itupun
menekankan bahwa pentingnya pengawasan partisipatif sebagai upaya mencegah pelanggaran kode etik. Bisa jadi
Jjuga melakukan sosialisasi mengenai netralitas terhadap ASN ( Aparatur Sipil Negara ) kepada pemerintah Kota
Surabaya”

Berdasarkan hasil wawancara diatas terkait dengan Mengelola sumber daya dengan tujuan untuk pencegahan
pelanggaran Bawaslu Kota Surabaya melaksanakan kegiatan rapat koordinasi dengan panwascam untuk membahas
strategi pencegahan pelanggaran dan penanganan sengketa. Dalam rapat itu menckankan bahwa pentingnya
pengawasan partisipatif sebagai upaya mencegah pelanggaran kode etik. bisa ja@¥gjuga melakukan sosialisasi
mengenai netralitas terhadap ASN ( Aparatur Sipil Negara ) kepada pemerintah Kota Surabaya, Seperti pada gambar
dibawah ini :

Gambar 2 Rapat Koordinasi Pencegahan Pelanggaran Kode Etik oleh Bawaslu Kota Surabaya
Sumber : Diolah dari Bawaslu Kota Surabaya, 2024
Berdasarkan gambar di atas, terlihat bahwa Bawaslu Kota Surabaya mengadakan rapat koordinasi dengan
panwascam untuk mencegah pelanggaran kode etik yang dihadiri oleh penyelenggara dan pengawas pemilu. Dengan




mengadakan forum rutinan dengan para penyelenggara dan pengawas pemilu tentu bertujuan untuk meningkatkan
partisipasi pengawasan. Dengan cara adanya rapat koordinasi seperti in1 juga dapat mengurangi pelanggaran kode
etik yang ada pada Bawaslu Kota Surabaya.

Fakta diatas jika dikaitkan dengan teori Hitt, et all, bahwasannya Strategi kepemimpinan dalam pencegahan
pelanggaran kode ctik dengan indikator mengelola sumber daya yang ada pada Bawaslu Kota Surabaya sudah sesuai
hal ini telah dilakukan dengan adanya rapat koordinasi yang telah diadakan oleh Bawaslu Kota Surabaya
berkolaborasi dengan Panwascam. Dari hasil penelitiannya menunjukan bahwa Bawaslu Kota Surabaya telah
mengadakan rapat koordinasi dengan panwascam untuk menekankan pentingnya pengawasan partisipatif sebagai
upaya mencegah pelanggaran kode etik. Jika dibandingkan dengan hasil penelitian Muhammad Ithofiyul Karim,
terdapat perbedaan pendekatan dalam mengelola sumber daya Penelitian Karim lebih menitikberatkan pada
pemanfaatan media sosial sebagai sarana strategis Bawaslu Jawa Timur dalam mencegah pelanggaran, tanpa
menckankan pada optimalisasi kolaborasi sumber daya manusia seperti Panwascam. Sementara itu, penelitian ini
menunjukkan bahwa Bawaslu Kota Surabaya secara aktif mengelola sumber daya manusia melalui koordinasi dan
kerja sama dengan Panwascam dalam upaya pengawasan partisipatif. Kesamaan dari keduanya adalah adanya upaya
pencegahan pelanggaran dengan memanfaatkan potensi yang dimimasiug-masiug wilayah.

Selain itu, penelitian Muhammad Fatwa Garuda Nusantara memiliki kesamaan dengan penelitian ini, yaitu
sama-sama melibatkan kerja sama dengan pihak ekstemal dan membangun partisipasi masyarakat dalam
pengawasan pemilu. Keduanya juga menckankan pentingnya penguatan SDM melalui kegiatan si dan
pembentukan kader pengawas. Namun, perbedaannya terletak pada fokus lokasi dan bentuk pelibatan sumber daya.
Penelitian Fatwa menyoroti pendirian SKPP sebagai upaya pengembangan SDM di kalangan mahasiswa, sedangkan
penelitian ini menunjukkan pengelolaan SDM melalui mekanisme koordinasi teknis rutin dengan Panwascam dan
penckanan pada netralitas ASN di wilayah kerja. Sementara itu, penelitian Dista Langsa Yulia, Haura Atthahara, dan
Rachmat Ramdani menunjukkan kesamaan dalam pentingnya sinergi antar penyelenggara pemilu, termasuk internal
Bawaslu sendiri, dalam mengelola risiko penyimpangan. Penelitian tersebut menyoroti kerja sama antarlembaga
seperti Bawaslu, KPU, dan DKPP, vang juga menjadi elemen penting dalam mengelola sumber daya organisasi.
Namun, perbedaannya adalah jika dalam penelitian ini penckanan pengelolaan sumber daya dilakukan melalui
internalisasi nilai-nilai netralitas dan pembagian tugas konkret dengan Panwascam. maka dalam penelitian Yulia
dkk., fokus lebih kepada konsolidasi antar kelembagaan dan penguatan pengawasan melalui partisipasi masyarakat.

C. Mempertahankan Budaya Organisasi

Menurut Hitt, mempertahankan budaya organisasi diartikan sebagai kemampuan seorang pemimpin yang efektif
dalam membina serta melestarikan nilai-nilai budaya yang telah ada di dalam organisasi, termasgg#g melakukan
transformasi terhadap praktik budaya yang tidak konstruktif. Fahmi (2017:117) mengemukakan wa budaya
organisasi merupakan hasil asimilasi antara gaya budaya dan perilaku individu yang dibawa sebelumnya, §rag
kemudian dilebur ke dalam seperangkat norma dan filosofi baru, schingga menciptakan semangat kolektif serta
kebanggaan bersama dalam m@fFghadapi tantangan dan mencapai tujuan tertentu [17]. Sementara itu, Torang
(2014:106) menyatakan bahwa budaya organisasi dapat dimaknai sebagai pola kebiasaan yang berlangsung secara
terus-menerus dan berkembang menjadi nilai serta gaya hidup kolektif yang dianut oleh sekelompok anggota
organisasi, dan diwariskan kepada generasi berikutnya [18]. Setiap organisasi memiliki budaya yang unik dan khas,
yang tercermin melalui karakteristik nilai-nilai yang dijunjung dalam struktur organisasinya. Dengan demikian,
budaya organisasi mencerminkan identitas melalui ciri, sifat, serta elemen-elemen pembentuk yang melekat dalam
sistem organisasi tersebut. Mempertahankan budaya organ sangat berpengaruh untuk mencegah pelanggaran kode
etik yang ada pada Bawaslu Kota Surabaya. Berikut penjelasan dari Staff pencegahan pelanggaran Bawaslu Kota
Surabaya tentang mempertahankan budaya organisasi, Beliau menjelaskan bahwa :

“Yang pasti Bawaslu Kota Surabaya mengikuti arahan dari Bawaslu Provinsi Jawa Timur dalam penguatan
kode etik penyelenggara pemilu salah satu juga seperti jawaban pertanyaan sebelumnya melalui rapat koordinasi
ataupun kegiatan ringan seperti apel mingguan untuk memastikan agar seluruh jajaran memahami dan mematuhi
kode etik yang berlaku, walaupun sudah diberikan arahan pada pemilu tahun 2024 kemarin masih ada pelanggaran”

Lalu dipertegas oleh Kabid pencegahan pelanggaran Bawaslu Kota Surabaya yang menjelaskan bahwa :

“Jadi Bawaslu Surabaya membentuk budaya organisasi yang menjunjung tinggi etika dan integritas melalui
penanaman nilai-nilai dasar sesuai peraturan yang berlaku, Selain itu budaya bawaslu juga harus dipertahankan
lewat penegakan kode etik yang ftegas untuk semua jajaran agar tupoksi berjalan dengan yang semestinya,
transparansi juga harus dilakukan antar sesama, dan evaluasi rutin setiap kegiatan itu wajib. Semua itu sering
disampaikan kepada jajaran Bawaslu Surabaya saat kegiatan Apel setiap hari senin, hal tersebut dilakukan untuk
mengingatkan staff bahwa organisasi harus berjalan dengan semestinya gak boleh ada yang salah jalur”




Dari hasil wawancara diatas menyatakan bahwa terkait dengan mempertahankan budaya organisasi dengan
tujuan untuk pencegahan pelanggaran dapat disimpulkan bahwa Bawaslu Kota Surabaya dalam mempertahankan
budaya organisasi yang mengikuti arahan dari Bawaslu Provinsi Jawa Timur dalam penguatan kode etik
penyelenggara pemilu juga dapat dilakukan melalui rapat koordinasi guna untuk memastikan agar seluruh jajaran
memahami kode etik yang berlaku. Untuk mempertahankan budaya organisasi Bawaslu Kota Surabaya
menyampaikan arahan kepada seluruh jajaran pada saat dilaksanakan apel mingguan yang bertujuan agar organisasi
berjalan dengan tupoksi yang semestinya.

Gambar 3. Kegiatan Apel Rutin Mingguan Bawaslu Kota Surabaya
Sumber : Bawaslu Kota Surabaya, 2024
Gambar di atas menunjukkan bahwa Bawaslu Kota Surabaya melaksanakan kegiatan apel mingguan yang
ifaksanakan setiap hari Senin yang dikuti oleh seluruh jajaran Bawaslu Kota Surabaya yang dipimpin oleh pembina
apel. Kegiatan tersebut dilakukan bertujuan untuk memberikan arahan terkait menjaga budaya organisasi agar tidak
terjadi kesalahan dalam kinerja organisasi.

Berdasarkan hasil penelitian pada Indikator mempertahankan budaya organisasi dapat disimpulkan bahwa
Masyarakat melihat para komisioner Bawaslu dan pengawas di lapangan berusaha menunjukkan sikap netral, tegas,
dan berpegang pada aturan. Teladan dari pimpinan ini dianggap sebagai cara membentuk budaya organisasi yang
konsisten menjunjung etika. Namun pada internal Bawaslu Kota Surabaya masih terdapat pelanggaran kode etik yang
menyebabkan terganggunya budaya organisasi. Bawaslu juga dinilai membangun budaya terbuka dengan melibatkan
masyarakat sebagai pengawas partisipatif. Hal ini membuat lembaga lebih transparan dan menjadikan masyarakat
bagian dari pengawasan, schingga budaya organisasi yang etis makin kuat.

Jika dibandingkan dengan hasil penelittan Muhammad Ithofiyul Karim, terdapat perbedaan fokus pendekatan.
Penelitian Karim lebih menekankan strategi pencegahan pelanggaran melalui media sosial, sementara penelitian ini
menekankan pembentukan budaya organisasi melalui internalisasi nilai etika melalui apel mingguan dan koordinasi
langsung. Meskipun berbeda pendekatan, keduanya memiliki kesamaan dalam upaya membangun kesadaran etik,
yaitu dengan menjangkau aktor-aktor intemnal dan cksternal. Sementara itu, penelitian Muhammad Fatwa Garuda
Nusantara juga menunjukkan adanya upaya penguatan budaya organisasi, khususnya dengan membentuk sekolah
kader pengawasan partisipatif (SKPP), yang mirip dengan upaya Bawaslu Surabaya membangun budaya pengawasan
partisipatif di masyarakat. Namun, perbedaan mencoloknya terletak pada fokus tindakan. Penelitian ini menyoroti
pembiasaan internal seperti apel dan evaluasi rutin sebagar penguat budaya, sementara penelittan Fatwa lebih
menekankan pada kolaborasi eksternal dan penciptaan kader pengawas. Selanjutnya, dalam penelitian Dista Langsa
Yulia, Haura Atthahara, dan Rachmat Ramdani, ditemukan kesamaan dalam hal pentingnya keterlibatan semua
clemen, termasuk masyarakat dan lembaga penyelenggara lainnya dalam membentuk budaya organisasi yang schat.
Namun, perbedaannya terletak pada penckanan strategi. Penelitian ini mengedepankan penguatan internal melalui
disiplin struktural dan penanaman nilai secara berulang, sedangkan penelitian Dista dkk. lebih menekankan sinergi
antar-lembaga sebagai cara mempertahankan budaya organisasi yang etis. Dengan demikian, meskipun
pendekatannya berbeda, semua penelitian sejalan dalam memandang pentingnya penguatan budaya organisasi sebagai
benteng pencegahan pelanggaran etik.

D. Menekankan Etika
Menurut Hitt menjelaskan Menekankan etika yang memiliki arti etika berperan sebagai mekanisme pengatur




terhadap tindakan dan pernlaku individu dalam organisasi berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam
pengertian yang sempit, etika kerap dimaknai oleh masyarakat sebagai bentuk kesantunan. Namun secara luas, etika
merujuk pada seperangkat norma atau kaidah yang dijadikan acuan dalam bertingkah laku sosial, khususnya
berkaitan dengan penilaian terhadap hal yang dianggap baik atau buruk. Dalam konteks organisasi birokrasi, etika
menjadi fondasi esensial yang mengarahkan perilaku dan pengambilan kepgg#psan aparatur dalam melaksanakan
fungsinya [19]. Etika birokratis juga berfungsi untuk menjamin bahwa setiap indakan yang dilakukan oleh individu
maupun kelompok dalam institusi tidak hanya sesuai dengan ketentuan hukum, tetapi juga mencerminkan prinsip-
prinsip moral yang diinternalisasi oleh masyarakat luas. Dengan adanya indikator Menekankan etika ini juga sangat
berpengaruh dalam pencegahan pelanggaran kode etik yang ada di Bawaslu Kota Surabaya, dikarenakan pada
penckanan etika apa yang akan dilakukan oleh Bawaslu Kota Surabaya jika terjadi adanya pelanggaran yang
dilakukan pada anggota ataupun staff. Berikut penjelasan dari Staff pencegahan pelanggaran Bawaslu Kota
Surabaya, beliau menjelaskan bahwa:

“Yang pertama jelas melakukan penyelidikan dan verifikasi laporan dulu, jika sudah selanjutnya melakukan
koordinasi dengan pihak yang terkait, lalu memberikan rekomendasi atau sanksi kepada pihak yang terbukti
melanggar kode etik, langkah terakhir yaitu menyvampaikan hasil pengawasan dan tindakan yang telah diambil
secara transparan”

Dari penjelasan diatas menjelaskan bahwa Bawaslu Kota Surabaya akan menindak jika adanya pelanggaran
yang ada di dalam instansi. Lalu dipertegas oleh Kabid pencegahan pelanggaran Bawaslu Kota Surabaya, Beliau
menyampaikan bahwa:

“Jawaban dari staff itu sudah secara detail melalui langkah-langkah tersebut, Bawaslu Kota Surabaya juga
menjaga integritas dan profesionalisme dalam penvelanggaraan pemilu, dan juga memastikan bahwa setiap
pelanggaran kode etik ditangani dengan serius dan sesuai degan peraturan yang berlaku”

ﬁ tersebut sejalan dengan apa yang disampaikan oleh salah satu Pengawas TPS di Surabaya, scbagai berikut:

“Kalau cuma salah kecil, katanya cukup dipanggil dan dikasih teguran supaya fidak divlangi lagi. Bawaslu
katanya juga punya cara sendiri buat periksa kalau ada yang nggak beres, baru kalau terbukti dilapor ke atas. Jika
kesalahannya parah ya langsung dilaporkan ke DKPP agar langsung dipecat atau disanksi berat.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas terkait dengan Menckankan etika dengan tujuan untuk penindakan jika
terjadi pelanggaran yang ada di Bawaslu Kota dapat disimpulkan bahwa Bawaslu Kota Surabaya akan melakukan
penyelidikan atas pelanggaran yang ada, jika sudah akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait apakah benar dia
telah melakukan pelanggaran dan langkah akhinya menyampaikan hasil pengawasan dan tindakan yang telah
diputuskan secara transparan. Bawaslu Kota Surabaya juga menjaga integntas dan profesionalisme dalam
penyelenggaraan pemilu, dan juga memastikan bahwa setiap pelanggaran kode etik akan ditangani secara serius dan
sesuai pertarutan yang berlaku Berikut alur penanganan dugaan pelanggaran yang ada di Bawaslu.

CONTOH ALUR PENANGANAN DUGAAN PELANG!
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Gambar 4. Alur Penanganan Dugaan Pelanggaran Administrasi
Sumber : Diolah oleh peneliti dari Bawaslu
Berdasarkan gambar di atas, terlihat bahwa ada alur untuk penanganan dugaan pelanggaran yang ada di
Bawaslu Kota Surabaya. Dengan adanya alur penanganan tersebut alur penanganan dugaan pelanggaran ini sangat
penting bagi instansi Bawaslu dalam melakukan verifikasi laporan dugaan pelanggaran. Dari adanya laporan tersebut
pihak Bawaslu Provinsi Jawa Timur melakukan sidang terhadap pelanggaran yang telah dilakukan oleh Bawaslu




Kota Surabaya. Alur penanganan dugaan pelanggaran dilakuka mulai dari terjadinya dugaan pelanggaran, hingga
siding pemeriksaan sampai dengan putusan.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Bawaslu memiliki mekanisme pemeriksaan internal. Jika ada
dugaan pelanggaran etik yang lebih berat, biasanya dibentuk tim untuk memeriksa fakta terlebih dahulu sebelum
menentukan sanksi. Bawaslu Kota Surabaya juga menycbutkan bahwa pelanggaran etik berat, seperti ketidaknetralan
yang merugikan peserta pemilu tertentu atau penyalahgunaan wewenang, bisa dibawa ke DKPP untuk diproses lebih
lanjut. Hal ini dianggap menunjukkan keseriusan Bawaslu menjaga integritas.

Jika dibandingkan dengan hasil penelitian Muhammad Ithofiyul Karim, terdapat perbedaan pendekatan dalam
pencegahan pelanggaran, di mana penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada strategi pengawasan konten media
sosial oleh Bawaslu Jawa Timur guna mengantisipasi pelanggaran kampanye daring, seperti iklan politik yang tidak
sesuai aturan. Sementara itu, penelitian ini menekankan mekanisme internal etika organisasi, seperti proses verifikasi
pelanggaran, koordinasi antar pihak, dan penegakan sanksi berdasarkan kode etik. Persamaannya terletak pada
semangat pencegahan pelanggaran yang dilakukan melalui upaya proaktif dan sistematis, meskipun objek dan fokus
pengawasan berbeda.

Penelitian Muhammad Fatwa Garuda Nusantara juga menunjukkan persamaan dari sisi keseriusan Bawaslu
dalam membangun etika penyelenggara pemilu, yakni dengan membentuk Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif
(SKPP) dan melakukan edukasi ke masyarakat kampus. Namun, perbedaannya terletak pada fokus etika publik
cksternal terhadap praktik politik uang, sedangkan dalam penelitian i, fokus etika berada pada tindakan dan
perilaku internal pegawai Bawaslu Kota Surabaya serta respons terhadap pelanggaran kode etik melalui jalur resmi
seperti DKPP.

Adapun penelitian Dista Langsa Yulia, Haura Atthahara, dan Rachmat Ramdani memperlihatkan pendekatan
pencegahan etis yang bersifat kolaboratif dan berbasis partisipasi masyarakat dalam memantau potensi
penyimpangan kampanye. Hal ini serupa dengan temuan penelitian ini yang juga menekankan pentingnya partisipasi
syarakat dalam menjaga integritas pemilu. Namun, perbedaan mendasar terletak pada dimensi etika, penelitian
Dista, dkk., lebith menyoroti aspek etika kampanye oleh peserta pemilu, sedangkan penelitian ini fokus pada
penegakan kode etik internal dan mekanisme organisasi Bawaslu sebagai lembaga pengawas.

E. Kontrol Organisasi

Menurut Hitt menjelaskan Kontrol organisasi yang memiliki arti bentuk pengendalian strategis yang bertujuan
untuk mewujudkan calian kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh suatu institusi. Kontrol organisasi

ra umum adalah proses yang dilakukan oleh manajemen untuk memastikan bahwa semua bagian organisasi
menjalankan tugas dang#ggung jawabnya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan [20]. Kontrol ini mencakup
pengawasan, evaluasi, dan tindakan perbaikan terhadap proses dan hasil kerja. Dengan adanya indikator Kontrol
organisasi ini juga sangat berpengaruh dalam pencegahan pelanggaran kode etik yang ada di Bawaslu Kota Surabaya,
dikarenakan pada Kontrol organisasi mekanisme organisasi yang diterapkan oleh Bawaslu Kota Surabaya apa sudah
sesual untuk pencegahan pelanggaran kode etik yang ada di internal Bawaslu. Berikut penjelasan dari Staff
pencegahan pelanggaran Bawaslu Kota Surabaya, beliau menjelaskan bahwa:

“Pada dasarnya ada beberapa mekanisme yang diterapkan oleh Bawaslu Kota Surabaya yaitu Menjalankan
prosedur sesuai peraturan yang ada pada undang-undang, Semaksimal mungkin menghindari interaksi privat
dengan peserta pemilu / partai politik, dan berusaha menekankan kepada staff ataupun anggota untuk menjaga
kerahasiaan data-data internal Bawaslu™

Lalu dipertegas oleh Bapak Kabid pencegahan pelanggaran dengan jawaban

“Yaa langsung saja menerapkan prosedur yang sesuai perafuran yang fterutama jelas menghindari yang istilahnya
berbicara 4 mata dengan peserta pemilu”

Pernyataan informan diatas juga didukung oleh informan yang lain yaitu tokoh masyarakat di Surabaya, sebagai
berikut:

“Petugas Bawaslu Kota Surabaya menyampaikan untuk langsung melaporkan apabia melihat ada petugas yang
tidak netral atau ada kejanggalan yang lain, s@yrti ada pada berita putusan dari DKPP RI yang pernah saya lihat
dari web DKPP RI, hahwasannya ada laporan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Surabaya.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas terkait dengan Kontrol organisasi dengan tujuan untuk mengontrol
mekanisme organisasi yang diterapkan oleh Bawaslu Kota Surabaya dapat disimpulkan bahwa Bawaslu Kota
Surabaya menjalankan prosedur sesuai peraturan yang ada pada undang-undang, dan semaksimal mungkin




menghindari interaksi privat dengan peserta pemilu / partai politik, dan berusaha menekankan kepada staff ataupun
anggota untuk menjaga kerahasiaa data-data internal bawaslu. Selain itu Bawaslu juga membuka diri pada laporan
masyarakat jika menemukan perilaku anggota yang melanggar etika. Hal ini di nilai sebagai bentuk kontol ekstemal
yang memperkuat kontrol internal organisasi. Adanya pelanggaran kode etik membuat kontrol mekanisme organisasi
belum $p@ai dengan apa yang diharapkan schingga menghambat proses berjalannya pemilu. Berikut ini merupakan
bemukgan n terhadap kode etik yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Surabaya dan telah tercantum dalam
putusan resmi Dewan K ehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia.

Tabel 1. Putusan Atas Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Tahun 2019

Pengadu Teradu Jabatan Pokok Pengaduan
Hadi Margono a Bawaslu 1. Lembaga penyelenggara pemilu
Sambodo ota Surabaya diduga tidak menjalankan peran
secara netral dan  justru
Yaqub Baliyy Anggota Bawaslu  menunjukkan keberpihakan

Kota Surabaya terhadap kepentingan tertentu.

Pelapor mengajukan bukti berupa

Usman Anggota Bawaslu  tangkapan layar dari percakapan
Kota Surabaya dalam grup WhatsApp yang

menunjukkan  bahwa Ketua

. . Muhammad Agil Anggota Bawaslu  Bawaslu Kota Surabaya bersama
Wisnu Sakti

Buana Akbar Kota Surabaya  anggota  lainnya  melakukan
konsolidasi  antara  pengawas

Hidayat Anggota Bawaslu  pemily tingkat kecamatan

Kota Surabaya (Panwascam) dan relawan calon

legislatif  guna mendukung
kemenangan caleg tersebut dalam
Pemilu Legislatif 2019 serta
Pemilihan Wali Kota Surabaya
2020.

Sumber : Surat Keputusan No. 87-TKE-DKPP/V/2019 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan  Umum
Republik  Indonesia

Berdasarkan gambar diatas penulis memaparkan bahwa adanya pelanggaran kode etik yang ada pada Bawaslu Kota
Surabaya. Diatas menjelaskan adanya laporan dari partai politik ke Bawaslu Kota Surabaya bahwa terdapat indikasi
ketidaknetralan terhadap kepentingan tertentu, yang diperkuat oleh bukti tangkapan layar percakapan di grup
Whatsapp. Bukti tersebut menunjukkan bahwa Ketua Bawaslu Kota Surabaya bersama beberapa anggota diduga
melakukan konsolidasi antara pengawas pemilu tingkat kecamatan (Panwascam) dengan relawan salah satu
calon legislatif, guna mendukung kemenangan calon tersebut dalam Pemilu Legislatif tahun 2019 serta  Pemilihan
Wali Kota Surabaya tahun 2020.

Berdasarkan hasil penelitian pada indikator kontrol organisasi menjelaskan bahwa Bawaslu Kota Surabaya masih
terdapat kekurangan komitmen oleh pimpinan maupun anggota Bawaslu Kota Surabaya yang ditunjukkan dengan
adanya laporan yang tidak ditindak lanjuti oleh Bawaslu Kota Surabaya, sehingga dari sini dapat dilihat bahwasanya
kontrol mekanisme yang ada pada Bawaslu Kota Surabaya dan SOP yang diterapkan belum berjalan dengan apa yang
dih@pkan.

tka dibandingkan dengan penelitian terdahulu, hasil penelitian ini menunjukkan kesamaan maupun perbedaan.
Persamaannya dengan penelitian Muhammad Ithofiyul Kanm terletak pada pentingnya pengawasan berbz
hukum dan upaya menjaga integritas kelembagaan. Keduanya menekankan perlunya pengendalian organ
kepatuhan terhadap regulasi, sepertt pada media sosial dalam penelitian Karim, dan prosedur pengawasan mtemal di
Bawaslu Kota Surabaya. Namun, perbedaannya terletak pada ruang linglkup kontrol—penelitian Karim berfokus pada
pelanggaran di ranah media sosial yang cenderung eksternal, sedangkan penelitian ini menyoroti lemahnya kontrol




internal dalam penanganan laporan pelanggaran yang mengindikasikan kurang optimalnya SOP dan kepemimpinan
dalam pengawasan ctika. Penelitian Muhammad Fatwa Garuda Nusantara juga menunjukkan kesamaan dalam hal
pentingnya mekanisme kontrol organisasi, seperti melalui identifikasi indeks kerawanan dan pengawasan partisipatif,
namun berbeda konteks karena fokusnya pada pencegahan politik uang, bukan pelanggaran etika internal. Di sisi lain,
penelitian Dista Langsa Yulia, Haura Atthahara, dan Rachmat Ramdani memiliki kesamaan dalam mengedepankan
kerja sama antarlembaga serta keterlibatan masyarakat sebagai bagian dari sistem kontrol. Perbedaannya terletak pada
implementasi kontrol yang lebih difokuskan pada pencegahan penyimpangan kampanye, bukan pada kegagalan
pengendalian internal seperti yang ditemukan di Bawaslu Kota Surabaya. Dengan demikian, hasil penelitian ini
menambah perspektif baru bahwa kendali organisasi yang baik bukan hanya bergantung pada prosedur dan partisipasi,
tetap! juga integritas dalam implementast serta keseriusan dalam menindaklanjuti pelanggaran internal.

lV.ESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Strategi Bawaslu Kota SufBhya dalam
Mencegah Pelanggaran Kode Etik melalui indikator menentukan arah strategi, mengelola sumber daya,
mempertahankan budaya organisasi, menekankan etika, dan kontrol organisasi yang disandingkan dengan realita di
lapangan. Pada indikator menentukan arah strategis berkaitan dengan proses perumusan visi, misi, dan tujuan jangka
panjang organisasi. Hal tersebut dapat membangun organisasi yang lebih berintegritas, profesional, dan mampu
menjalankan tugas pengawasan terhadap pemilu sehingga demokrasi di Indonesia khususnya di Kota Surabaya
semakin kuat. Selanjutnya, pada indikator mengelola sumber daya Bawaslu Kota Surabaya memanfaatkan kolaborasi
sumber daya manusia dengan panitia pengawas kecamatan untuk menekankan pentingnya pengawasan partisipatif
sebagal upaya pence gahan pelanggaran kode etik. Dalam mempertahankan budaya organisasi Bawaslu Kota Surabaya
berusaha menunjukkan sikap netral, tegas, dan berpegang pada aturan. Teladan dari pimpinan ini dianggap sebagai
cara membentuk budaya organisasi yang konsisten menjunjung etika. Namun pada internal Bawaslu Kota Surabaya
masih terdapat pelanggaran kode etik yang menyebabkan terganggunya budaya organisasi. Dengan terganggunya
budaya organisasi, sebatknya Bawaslu Kota Surabaya melakukan evaluasi sumber daya manusia secara transparan
yang dilakukan evaluasi kinerja dan integritas pegawai secara rutin, dan membuat hasil secara terbuka agar semua
pihak tahu standart yang diterapkan. Selanjutnya, pada indikator menekankan etika Bawaslu memiliki mekanisme
pemeriksaan internal. Jika ada dugaan pelanggaran etik yang lebih berat, biasanya dibentuk tim untuk memeriksa fakta
terlebih dahulu sebelum menentukan sanksi. Bawaslu Kota Surabaya juga menyebutkan bahwa pelanggaran etik berat,
seperti ketidaknetralan yang merugikan peserta pemilu tertentu atau penyalahgunaan wewenang, bisa dibawa ke
DKPP untuk diproses lebih lanjut. Hal ini dianggap menunjukkan keseriusan Bawaslu menjaga integritas. Pada
indikator kontrol organisasi Bawaslu Kota Surabaya masih terdapat kekurangan komitmen oleh pimpinan maupun
anggota Bawaslu Kota Surabaya yang ditunjukkan dengan adanya laporan yang tidak ditindak lanjuti oleh Bawaslu
Kota Surabaya, sehingga dari sini dapat dilihat bahwasanya kontrol mekanisme yang ada pada Bawaslu Kota Surabaya
dan SOP yang diterapkan belum terlaksana secara optimal sebagaimana yang telah dirancang. Ketidakefektifan
kontrol organisasi ini menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan internal belum sepenuhnya mendukung
pencapaian tujuan kelembagaan secara maksimal. Bawaslu Kota Surabaya sebaiknya melakukan evaluasi sistem
kontrol yang ada berupa rapat monitoring, audit internal, evaluasi kinerja yang dipastikan dijalankan secara konsisten
bukan hanya formalitas.
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